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[Li Tinjanan Umum Tentang Pajak Penghasilan Pasal2l
[I.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan sechubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang

ditakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri orang pribadi vang disingkat PPh Pasal 21

adalah pajak atas penghasilan berupa gsji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan crang pribadi(Anastasia Dianad Lilis

Setiawati, 2004: 93-95),

Pengertian dasar dalam PPh Pasal 21 adalah scbagai berikut

t. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan vang dilakukan

2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang
diberikan suatu perlombaan ztau adu ketangkasan

3. Magang adalah aktivitas untuk memperoieh pengalamaa dan atau keterampilan
dan atau keahlian schubungan dengan peikerjaan vang dilakukan

4 Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon
pegawai yang ditugaskan oleh pemberi kerja uwntuk mengikuti program
pendidikan vang ditetapkan oleh pemberi keria vang terikat dengan kontrak atan

perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu imstitusi kepada
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orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kotrak atau perjanjian kerja untuk
mengikuti suatu program pendidikan.

Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk
mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarva (work shop), pendidikan, pertunjukan
dan olahraga.

Kegiatan Muliilevel Marketing atan Direct Seliing adalah suatu sistem penjualan
secara langsung kepada konsumen yang ilaksanakan secara berantai oleh orang

perorang sebagai distributor multilevel marketing atau direct selling.

7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan olsh seorang muslim atau badan yang

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentvan agama untuk dibertkan

kepada yang berhak menerimanya.

I1.1.2 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi

seperti

L.

Pegawai Negeri Sipii (PNS), PNS adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintzh sebagaimana diatur da}_am
Undang-undang Nomor § Tahun 1974

Pegaawai, Pegawai adalah sctiap orapg pribadi vang melakukan pekerjaan
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan keria baik tertulis maupun tidak tertulis,
termasuk yang melakukan pelerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaba milik

negara atau badan usaha milik daerah.
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3. Pepawai Tetap, Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala,
termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara
teratur terus-menerus ikut mengelola k;egs;amﬁ perusabzen secara langsung.
Pegawai Tetap mencakup Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/
POLRI, pejabat negara lainnnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan
Usaha Milik Daerah, dan anggeta dewan komisaris atau dewan pengawas yang
rmerangkap sebagai pegawal tetap pada perusahiaan yang sama.

4. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negari. Pegawai dengan status Wajib
Pajak Luar Neggri adalah orang vang tidak berterapat tinggal di Indonesia tidak
lebih dari 183 hari dalam jangka wekiv 12 bulan veng menerimé atau
memperoteh gaji, honorarium dan/atau imbalan lainnya sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan.

5. Tenaga Lepas, Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang hanva menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan
bekerja. Tenaga Lepas mencakup pegawai tidalk tetap, pemagang, calon pegawal
can ditributor perusahaan midiilevel marketing atau direcr selling dan kegiatan
sejenis lainnya.

6. Penerima pensiun, adalah orang pribadi aiau ahh warisnya yang mencrima atau
memperoleh imbalan untuk pek:arjaan vang dilkaukan di masa laly, termasuk
crang pribadi atau ahli warisnya vang menenma ‘?&bungan Hari Tua atau Jaminan

Hari Tua.
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7. Penerima honorarium, adalah orang pribedi vang menerima atau memperoleh
imbalan sehubungan dengan jasa, jabatas, atzu kegiatan yang dilakuakannya.

8, Penerima upah, adalah orang pribadi vang wmsnerima upah harian, upah
mingguan, upah berongan atau wpah saiuan. Upah harian adalah upah yang
terutang ataw yang dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja. Upah mingguan
adalah upah yang teruiang atau dibayarkan secara mingguan. Upah borongan
adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan
tertente. Upah satuan adalah upah yeng terutang atau dibayarkan atas dasar
banyaknya satuan produk yang dihasilkan,

9. Orang pribadi lainnya yang menerima aiau memeperoleh penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan dars pemotong pajak.

I£.1.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

11.1.3.1 Objek Tidak Final

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

a.  penghasilan yang diterima atau dipercleh secera teratur berupa gaji, uvang
pensiun bulanan, upah, honorarium (iernesuk honorarium anggota dewan
komisaris atau anggoia dewan pengawas), premi bulanan, vang lembur vang
sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, turjaugan anak,
tunjangan kemahalan, funjangan jabaian, t{umjangan khusus, tunjangan

transport, tunjangan pajak, tumjangsn juran pensiun, tunjangan pendidikan
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anak, bea siswa, premi asuransi yang dibavar pemben kerja, dan penghasilan

teratur lainnye dengan nama apapun,

Penghasilan vang diterima atau diperoieh secara fidak teratur berupa jasa

produksi, tantier, gratifikasi, funjangan cuti, funjangan hari raya, tunjangan

hari baru, bonus, premi tahunan, dan pmgb.asi}aﬁ sejenis, lainnya yang sifatnya
tidak tetap,

Upah harian, upsh mingguan, upah satuan, dan upah borongan,

Uang tebusan pensiun, vang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan

Hari Tua, dan pembayaran lain, dan gﬁemmyamﬁ‘ lain sejen:s.

Honorarium, uang saku, hadiah atan penghargaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan };f:giaian yang dilakukan oleh Wajib

Pajak dalam negeri, terdiri dari

a. Tenaga ahli.

b. Pemain musik, pembawa acara, penvanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, Dbintang iklan, sutradara, ‘crew film, foto model,
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan
seniman lainnya.

c. Olahragawan.

d. Penasehat, penggjar, pelatih, penceramali, peayaluh dan moderator

e, Pengarang, peneliti dan penerjemah

R
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f Pemberi jasa dalam sagala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekoromi dan sosial

g Ageniklan

h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan, peseria sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala
bidang kegiatan

i. Pembawa pesanan atau yang menenukan langganan

j. Peserta perlombaan

k. Petugas penjaja barang dagangan

. Petugas dinas luar asuransi

m. Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan

n. Distributor perusahaan mudrilevel marketing staun direct selling dan kegiatan
sejenis lainnya.

Gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang

diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Meger: Sipil, serta vang pensiun dan

tunjangan-tunjangan lain yang sifainys terkait dengan uang pensiun yang

diterima oleh pensiunan termasuk jands atau duda, dan atan anak-anaknys;

Penerimaan dalam beatuk natura dan kentkomatan lainnya dengan nama apapun

yang diberikan bukan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang

bersifat final dan dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma

penghitungan kKhusus.

PR
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E1,1.3.2 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 Final amtara lain sebagal berikut :

Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hexi Tua, Jaminan Hari Tua,

Henerarium yang diterima oleh Pejabat Negara, seperti oleh © TNI, POLRI, PNS.

Kecuali : PNS, golongan II T kebawah, TWI, Pembantu Letnan Satu Kebawah,

POLRI, Ajun Inspektur Satu Kebawah.

11.1.3.3 Bukan Obyek Pajak Penghasilar Fasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1

ro

a3

Pembayaran asuransi dari perusshaar ssuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa,

Penerimaan dalam bentuk natura dan keaikmatan, kecuali narura dan kenikinatan
dengan nama apapun, yang diberikan bukan oleh Wajib Pajak atau Wajib:Pajak
yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan vang dikenakan Pajak
Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khosus.

luran pensiun yang dibayarkan kepada danz pemsiun vang pendiriannya telah
digyahkan oleh Menteri Keuangan dan luran Jaminan Hari Tua kepada badan
penyelenggara jamsostek yang dibavar cieh pemberi kena.

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikinatan lainnva dengan nama apapun
yang diberikan oleh pemerintah.

Kenikmatan berupa pajak vang ditanggung oleh pemberi kerja, dan

] o



15

6. zakat yang diterima oleh orang pribadi vang beshak dari badan atau lembaga amil

zakat yang dibentuk atan disahkan oleh Pemenntah.

11.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak vang berlaku beserta pererapannva menurut ketentuan dalam
Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan, vaitu:

1. Tarif Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.600.000,00 5%
Diatas Rp. 25.000.000,00 s.d. Rp. 50.000.000,00 16 %
Diatas Rp. 50.600.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00 15 %
Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 260.000.000,00 25%
Di atas Rp. 200.000.000,00 35 %

I1.2 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

IL.2.1 Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

1. Penghasitan Teratur, yaitu : Gaji., Uang Pensiun Bulanan, Upah Dibayar
Bulanan, Honorarium Bulanan, Premi Bulapan, Uang Lembur, Uang Sokongan,
Uang Tunggu, Usng Ganti Rugi, Tunjangan, Premi Asuransi, Teratur lainnya

dengan nama apaputi.
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Penghasilan Tak Teratur, yaitu © Jasa Produksi, Tantiern, Tunjangan Cuti,

Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Tahun Barw, Bonus, Premi Tahunan.

J1.2.2 Pengurang Penghasilan Bruto.

L.

‘Lp

Biaya Jabatan adalah biaya unuk mendapatkar, menagih dan memelihara
penghasilan sehubungan dengan peketjaan, yang besartiya adalah 5% dari
penghasilan bruto atau penghasilan yasg diterima atau diperoleh secara teratus
oleh wajib pajak dengan maksimura Rp. 1.296.000,00 seiahun atau Rp.
108.000,00 sebulan

[uaran Pensivn dan Inran Tunjangan Har: Tua, yaitu iuran yang terikat pada gaji
kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menieri Keuangan, dan/aten juran THT
kepada penyelenggara Taspen dan Jamsostek vang dibayarkan oleh pegawai yang
bersangkutan.

Biaya Pensiun, adalah biaya untuk mendcapatkan, menagih dan memelihara uang
pensiun  sehubungan dengan penerirnaan pensiﬁn yang besarnya 5% dari
penghasilan bruto berupa uang pensiun setingai-tingginya Rp. 432.000,00 setahun
atau Rp. 36.000,00 sebulan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), uniuk meaghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribad Dalam Neger, penghasilan nettonya
dikurangi dengan jumlah Penghasilen Tidak Kena Pajek (PTKP). Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang betlaku mulai Tahun Pajak 1999 berdasarkan

¢ : RS
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keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/ MK .04/1998 tanggal 27 Juli 1998,

yaitu
Wajib Pajak Setahun
Untuk Wajib Pajak orang pribadi Rp. 2.880.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.440.000,00

Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilarmya digabung | Rp. 2.880.000,00

dengan penghasilan suami

Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga | Rp. 1.440.000,00
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (liga) orang

uniuk setiap keluarga.

11.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang.

Pajak penghasilan Pasal 21 terutang uniuk . Pegawai tetap, Penerima pensiun
dibayar bulanan, Pegawai tidak tetap, pemagang. calon pegawal, Distributor
Multilevel marketing, direct selling,

Jumiah penghasilan pasal 21 terutangnya didapatkan dari :

Penghasilan Kena Pajak (PKP) X Tanf Pasal 17

L L U
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Sedangkan uniuk :

1. Honorarium, uang saku, hadizh, penghargaan, komusi, beasiswa, pemain musik,
pembawa acara, seniman, olahragavian, penasehat, pelatih, penceramah,
penyuluh, moderator, pengarang, penelits, penerjemal.

2. Jasa bidang teknik, komputer, elekironik, agen iklam, pengawas, penemu
langganan, pembawa langganan, perjaja bareng dagangan, petugas dinas luar
asuransi, petugas pendidikan, honorarivm dewan komisaris, jasa produksi,
tantiem, ratifikasi, penarikan da pensiun.

Jumlah penghasilan pasel 21 terutangnya didapatkan dari :

Penghasilan Bruto X Tarif Pasal 17

I3 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang
I1.3.1 Penghasilan Fiskal

Peraturan Perpajakan Indonesia tentang penghesilan dintur dalam Pasal 4 Ayat
(1) Undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
beniuk apapun, termasulk
a. Penggantian atau imbalan berkenaan dergan pekerjaan atau jasa yang diterima

atan dipercleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, vang

T R T
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pensiun, atau imbalan dalam beniuk lainmya, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-undang ini.

. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

Laba usaha.

. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan barta termasuk

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

2. Keuniungan yang diperoleh persercan, persekutuan, dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

4. Keuntungan karena pengalihar: harta berupa hibah, bantuan atan sumbangan,
kecuali diberikan kepada keluarga sedarsh dalam garis keturunan lurus satu
derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atan
pengusaha kecil termasuk koperasi yang diictapkan oleh Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkusan.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

Bunga termasuk premium, diskonto, des imbalan lain karena jaminan

pengambialan utang,

. Dividen, dengan dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi

kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperast.

T B T R T T
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. Royalii.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan Larta.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

. Keuntungan karena pembebssan utang, kecusli sempal dengan jumlal: tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemeriniah.

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

. Selisih lebih karena penilaian kembali alkgva

. Premi asuransi.

. luran yang diterima atau diperolel perkumpulan dasi anggotanya yang terdiri dari
Wajib Pajak vang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak.

11.3.2 Biaya Fiskal

Pasal-pasal yang harus mendapat perhation seorang perencana pajak dalam

mendesain perencanzan pajaknya, sepanjang vang menyangkut biaya, adalah Pasal 6

dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 7 Tehun 1983 fentang Pajak Penghasilan

sebagaimana telah beberapa kali diubah teralkhir dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2000, yang berounyi sebagai betikut :

Undang-undang Nomor{7 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 :

(1) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajek dalam negeri dan

Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurang :

e e S L G
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a Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk
biaya pembelian bahan, biaya berkensan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah,
premi asuransi, biaya adm:nistrasi, dan pajak, kecuali Pajak Penghasilan;

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk raemperoleh harta berwijud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk mamperolel bak dan atas biaya lain yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tabun sebageimana dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 114,

c. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telal: disahkan oleh Menteri
Keuvangan,

d. Kerugian karena penjualan atau pengelihan harta vang dimiliki dan digunakan
dalam peruszhaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, mepagth, dan
memelibara penghasilan;

e. Kerngian dari selisih kurs mata nang asing.

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan:

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat citagih, dengan syaras :

1. Telah dibebankan sebagai biava dalam laporan laba rugi komersial;
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri
atau Badan Urusan Pintang . pembebasan uiang antara kreditor dan

debitur yang bersanglutan;
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3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umurm atau khusus; dan
4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direkiorat Jenderal Pajak.
Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat

Jenderal Pajak .

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian sersebut dikompensasikan dengan
penghasilan mulai tatmun pajak berikuinya beriutui-lurai sampai 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajek dalam negeri diberikan pengurangan
berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 ;

(1} Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pgjak dalam
negeti dan Bentuk Usaka Tetap tidak boleh dikurangkan:

2. Pembagian laba dengan nama den dalam bentuk apepun seperti deviden,
termasuk deviden vyang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepsniingan pribadi pemegang
saham, atau anggota;

¢. Pembentukan stau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak
tertagih untuk usaba bank dan sewa guna uszha denger hak opsi, cadangan

untuk usaha aswansi, dan cadmgan biaya reklamasi untuk usaha
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pertambangan, vang keientuzn dan syarat-syaramya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan;

Premi asuransi keschatan, asuransi kecelakezan, asuramsi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung
sebagai penghasilan Wajib Pajak vang bersangkutan;

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jusa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenilanatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai sertz penggantian atau imbalen calam
bentuk natura di daerah tertentu dan vang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan, yang diteiapkan dengan Keputusan Menten Keuangan,

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak vang mempunyai hubungan istimewa sebagal imbalan
sehubungan pekerjaan yang dilakuken:

Harta yang dihibahkan, bantuan atau surnbangan dan warisan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huraf 2 dan huruf b, kecuali zakat atas
penghasilan vang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negen vang dimiliki
oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atav lembaga aril zakat
yang dibentuk atau diseratikan oleh pemertatah;

Pajak Penghasilan;

T e T
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i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tangguﬁ.gmmyg

j. Gaji yang dibayatkan kepada enggets persckutuan, firma, ataw perseroan,
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengen pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dar memelihara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 {satu ) tahun tidak dibolehkan untuk
dibebankan sekaligus, melainkan dibebackan melaini penyusatan atau amortisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 11A -

Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu
perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesual

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam avat (2).

11.3.3 Laba/Rugi Fiskal

Laba-rugi fiskal adalah laporan vang mengzambarkan hasil usaba. atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan
Wajib Pajak sesuai dengen ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan
perpajakan dan deangan Prinsip Akuntsnsi Indoresia. (Sophar Lumbantoruan,

1996:70-72).




Definisi tersebut tidak jauh berbeda dari pengertian perhitungan rugi-laba

menurut akuntansi komersial. yang berbeds adalah adanva keharusan dalam fiskal

uniuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Belum ada kstentuan fiskus yang

mengharuskan Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan laba-rugi fiskal dengan

format tertentu.

Dalam menyajikan perhitungan leba-rugi fiskal ada cnem hal vang perlu

diperhatikan, vaitu :

a.

Harus dipisahkan antara penghasilar dan bizya dalam rangka usaha dengan
penghasilan dan biaya di luar usaha

Harus memuat rincian unsur-unsur penghasilan dan biaya Wajib Pajalk
Rincian penghasilan dilakukan menurui sifat atau jenis penghasilan. Rincian
biaya dilakukan menurut sifat atau tujuan biaya.

Disusun datam bentuk urutan ke bawab.

Laba bersih mencerminkan seluruh pos rugi dan lzba selama satu tahun.
Koreksi masa lalu yang tidak wmempengaruhi perhitungan pajak tahun
sebelumnya disajikan sebagai penvesuatan atas saldo laba ditahan sehingga

tidak memeriukan perbaikan SPT yang lalu.

R R SO
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11.3.4 Pajak Penghasilan Terutang
Tarif pajak yang terapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Adapun tarif pajak badan, adalah sebagai

berikut

Lapisan Penghasilan Kena Pajzk Tarif Pajak
S/d Rp. 50.000.000,00 10%
Rp. 50.000.000,00 ¢/d Rp. 100.000.000,00 15 %
Diatas RP. 100.000.000,60 30%

Dengan Peraturan Pemerintah, tarif tertinggi bagi Wajib Pajak Badan (sebesar
30 %) dapat diturtunkan paling rendah 25 % dan dapat di tetapkan tarif pajak
tersendiri atas penghasilan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi.
Contoh perhitungan pajak terutang untuk Wejik Pajak badan dalam negeri dan bentuk
usaha tetap :
Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 250.000.000,00

Pajak Penghasilan Terutang :

10 % X Rp. 50.000.000 = Fp 5.6G00.000,00
15 % X Rp. 50.000.000 = Rp 7.500.600,00
30 % X Rp.150.000.000 = Ep. 45.000.000.00

Rp. 57.000.000,00

S Y e R
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Jumlah Penghasilan Kena Pajak Dibuiathan ke bawah dalam ribuan rupiah
penuh untuk keperluan pererapan pajak baden. Conioh : Penghasilan Kena Pajak
sebesar Rp. 5.050.900,00 untuk penerapan wnif dibulatkan ke bawah menjadi Rp

5.050.000,00.

1.4  Perencanaan Pajak (Tox Plasning) Penghasilan Pasal 21

I1.4.1 Klausal Pajak Di Dalam Kontrak Kerja

Pajak Penghasilan yang terutang berhubungan erat dengan kontrak kerja yang
dibuat. Harus jelas pajak apa vang timbul dar suate kontrak dan siapa vang akan
menanggung pajaknya.( Indonesian Tax Review , hal: 5-12).

a. Jika di dalam komirak sudah terdapat klausal pajak dan siapa yang harus
mananggung, maka pajak yang terutang dan pemotongannya berdasarkan ldausal
tersebut.

b. Jika di dalam kontrak tidak terdapat klausal pajek, maka pajak terutang akan
dihitung berdasarkan nilai kontrak , dan untuk Pazak Penghasilan Pasal 21 atau
Pasal 26, pemberi kerja wajib memotong dari pembayarannya.

Secara umum, Pajak Penghasilan Pasal 21 memang dipoiong dari penghasilan
orang pribadi yang memperoleh pembayaran Tetapi dalam beberapa kasus timbul
permasalahan karena pihal yang dipotong pajek iidak bisa menerima, mungkin
dengan alasan pada swat dea/, masalah pajsk tidak dibahas sedikitpun sehingga

mereka berkeras bahwa nilai yang disepakaii sudah “net” tidak dipotong pajak lagi.

: N H : . HE
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Kalau akhirnya pemberi keija terpakse mengolah dan harus menanggung
pajaknya tentu merupakan tambahan beban yeng scharusnya tidak perlu terjadi.
Apalagi menyangkut nilai kontrak yang menggunakan mata uang asing aiau bernilai
material. Dari kasus tersebut nampak bahwa dalem Perencanaan Pajak (7ax
Planning) diperlukan dukungan dari beberapa divisi, vakni divisi pengadaan, divisi
SDM, dan divisi hukum. Saat deq/ dilakuken dengan prhak lain, baik calon karyawan
maupun penyedia jasa, divisi pengadaan atau divisi SPM sudsh  harus
mempertimbangkan aspek pajak yang terutang dan siapa yang akan menanggung
pajaknya, agar tidak timbul Fermgion di belakang bari di luar  budge! yang
direncanakan. Sementara divisi hukum juga dituntut memahami sepenuhnya aspek

pajak atas klausal kontrak yang hendak dibuar

11.4.2 Pajak Ditanggung Pemberi Kerja Atau Tunjangan Pajak Dengan Metode
Gross-up
Seringkali di dalam kontrak ketja ditemukan klausal yang menyatakan, bahwa
nilai kontrak sudah “ner”, tidak termasuk pasek, atau “pajak ditanggung perusahaan
atau pemberi kerja”. Harus hati-hati dengan penggunaan istilah tersebut karena
berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di Pajak Penghasilan
badan.
a. Tidak termasuk pajak, artinya pajak akan meniadi beban pember kerja, atau

ditanggung oleh perusahasn atau pemberi kerja. Pajak Penghasilan yang
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ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja tidak dapat dibiayakan di SPT
Pajak Penghasilan Badan (non-deductible expenses).

b. Apabila menginginkan Pajak Penghasilan vang ditanggung oleh pemberi kerja
dapat dibiayakan, maka penghitungan Pajak Penghasilan harus menggunakan
metode gross-up dan Pajak Penghasiian hesil penghitungan gross-up tersebut
dimasukkan ke dalam nilai kontrak atau mensmbah penghasilan dari pihak yang
memperoleh penghasilan. Dengan kate lain diberikan “runjangan pajak sebesar
Pajak Penghasilan yang terutang”.

Contoh honor untuk fenaga ahli

Net } Gross-up

Nilai Pekerjaan Rp. 100.000.000,00 | Nilai Pekerjaan Rp. 100.000.000,00

PPh7,5% Rp. 7.500,000,00 (FFh75% Rp. 8.108.108,00
: P

H

Ni‘ai kontrak {nef) | Rp. 100.000.000,00 Milai kontrak (nef) | Rp. 108.108.108,00

Catatan :

a. Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung pemberi kerja sebesar Rp. 7.500.000
tanpa gross-up dan tidak mengubah niali kontrak, maka sejumlah PPh tersebut
tidak dapat dibiayakan.

b. PPh dihitung dengan metode gross-up dan menaabah nilai kontrak.

Rp. 100.000.000 x 7,5 % x 100/ (100~ 7,5 ) = Rp. 8.1068.108,11

R T T
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PPh sejumlah tersebut menjadi uasur bisya yang bersifat deductible expenses,
karena bagi si penerima menjadi unsur penghasilan. Mana yang ‘lebih
menguntungkan bagi perusahaan? Harus dipertimbangkan lebih jauh lagi.
Secara sederhana dapat diilustrasikan. sebagai berikut :

a. Jika secara fiskal perusahasn masih merugi, gross-up akan lebih
menambah beban PPh Pasal 21 fanpa menspengarubi PPh badan terutang,
pengaruhnya pada kompensasi kerugian. Dari  cash Aow  timbul
pengeluaran yang justru lebik besar, dan jika memrpertimbangkan time
vafue of money mungkin saja manajemen memilih tidak tidak perla
melakukan gross-up.

b. Sebaliknya jika perusahaan meadapat laba fiskal dan sudah dikenakan
PPh tarif iertinggl, memﬁe gross-uy damt menghesilkan penghematan
dari selisih tarif amtara PPh Bedan dengan tarif PPh Pasal 21 yang
dikenakan.

Kasus ini juga dapat digunakan untuk rnempertimbangken, apakah perusahaan

zkan menanggung PPh atas penghasilan karyawan atau akan diberikan tugjangan PPh

dengan metode gross-1p.

1L.4.3 Pemberian Uang Saku Secara Lump-Ssm Atan Reimbursement
Masalah prosedur pembayaran vang saku dalam perjalanan dinas, pendidikan,
ataupun jenis pengeluaran perusahaan laineya seringkali menimbulkan aspek pajak

berganda.




a. Pembayaran secara Lump Sum akan mengakibatkan PPh Pasal 21 dihitung dari
seluruh nilai vang dibayarkar, meskipun didalamnya mungkin terdapat biaya
lainnya, misal : akomodasi. Pengertian Lump sust di sini, vaitu perusabaan
memberikan sekaligus dalam jumlah tertenty, yang meliputi vang saku, transport,
akomodasi, atan unsur Dbiaya lamnya, tanpa  harus dimintakan
pertanggungjawaban dan bukti atas penggunaaiya.

b. Sedangkan dalam prosedur reimbursement, pembayaran  disertai  dengan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan meminta
bukti pengeluaran. Apabila terjadi kelebiban harus dikembalikan ke perusahaan,
apabila terjadi kekurangan dapat dimintakan kembal (reimbursement). PPh Pasal
21 hanya akan dihitung dari vang saku atau funjangan berupa vang lainnya yang

benar-benar diterima atav diperoleh karyawar.

11.4.4 Pemberian Tunjangan Makan Atau Disiaplkan Makan Bersama

Sejak berlakunya Undang-undang Pajak Penshasilan (PPh) tahun 2000,
makanan dan minuwman bagi karyawan sudah bolsh dibiayakan di PPh Badan
(deductible expenses). Mungkin perlu dikaji, apekah perusahaan masih hendak
memberikan tunjangan makan atau hendaid disiapkan makan bersama sebagai
pengganti tunjangan makan.

Dari sisi PPh Badan, dengan asumsi jurniah beban yang sama, keduanya tidak
menimbulkan pengaruh apapun karena sama-sama bisa dibiayakan,tetapi pemberian

tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh 21. Apabila hanya
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dipandang dari sisi {iskal, tentu lebih mengunivngkan jika disiapkan makan bersama
untuk seluruh karyawan. Tetapi kalau dalam praktcknya menggunakan jasa cateringi,
harus diingat timbulnya kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 dengan tanif 1,5 % darni
penghasilan bruto.

Tentunya harus dikaji aspek keselurchan terhadap perusashaan. Misalnya dari
sudut psikologi karyawan, apakah menimbulkan gejolak atau tidak? Menguntungkan

ataa merugikan, tentu harus dilihat dari keseimbangan keseluruban sistem vang ada.

I1.4.3 Pemberian Tunjangan Kesehatan Atau Diberikan Fasilitas Pengobatan

Untuk biaya keschatan perusahaan memiliky pilihan dengan memberikan
tunjangan keschatan atau menyediakan fasiiitas pengobatan bagi karyawan atau
menggunakan metode reimbursement biaye pengobatan,

a. Bila perusahaan memilih dengan funjangan kesehatan maka perlakuan pajaknya
bersifat taxable — deductible. Artinya merupakan objek PPh Pasal 21 bagi
karyawan (penghasilan) dan merupakan bisya bagi perusahaan.

b. Bila perusahaan menyediakan fasilitas peagobatan bagi karyawan maka perlakuan
pajaknya bersifar non taxable - non deductible. A;rtinya bukan penghasilan bagi
karyawan dan bukan biaya bagi perusabasn.

¢. Bila perusahaan menggunakan metode resmbursement dalam memberikan biaya
pengobatan maka perlakuan pajaknya :

1. Bersifat non taxable ~ non deductibie bila persyaratan reimbursement dapat

dipenuhi, yaitu tidak boleh ada mark wp, bukd asli diserankan ke perusahaan,
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bukti dibuat atas nama perusahaan atay atas nama karyawan perusahaan, dan
diatur dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan.

Bersifat iaxable — deductible, bila persvaratan reimbursement diatas tidak
dapat dipenuhi. Dalam hal ini dasarnya adalah bahwa karyawan menerima
vang dari perusahean yang kemudian digunakan wnitk membayar biaya

pengobatan oleh karyawan.

] s EA e e
: ol



